BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /&5 /2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi,
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta efektivitas
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1213);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintah pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Badan Usaha Milik
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 13);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
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KEDUA . Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU meliputi:

a. wajib dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong;

b. dapat disesuaikan atau dirubah sesuai dengan dinamika
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja yang
bersangkutan dengan mendapat persetujuan Sekretariat
Daerah; dan

c. pimpinan unit kerja wajib melaksanakan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dan
melaporkan kepada Bupati Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
P———— ; pada tanggal 78 Aldirr Bar oS

BA fi,i_f HIERARKI "PARAF KOORBINAS|
e 1ARIS DNASBADAN | SEKBA | ¥
\5IKABAG - ASISTEN B __g
-;{_é]"msga@s@msusm# /f I’m’r— A
i S MUHAMMAD NOOR RIFANI
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPAT] TABALONG
NOMOR 188.45/ '5!2025

TANGOAL \§ Wovtwae  Jol5

No. SOP

TABALONG]

Pemerintah Kabupaten Tabalong

Tgl Pengeaahan

1Tgl Pembuatan

ITgl Revisi

Disetujui Oleh

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Nama SOP : Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana itelah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang: I
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang)
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi

1.

{dan Kabupaten/Kota:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar ) ur Adminisirasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten
Rencana Pembangunan Jangks Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daemh, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerjal
Pemerintah Daerah;

w

1. Menguasi dan memiliki kewenangan dalam penyusunan RKPD

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentan,
Rencana Pembangunun Jangka Menengah Daerah Kabupaaten

Tabalong Tahun 2025-2029;

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman|
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan
Penyelenggaraan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja dan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong;

Keterkaitan Peralatan / Periengkapan
1. S0P Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah 1. ATK
2. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2.  PC f Laptop
3.  SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Strategis 3. Pnnter
4.  SOP Penyusunan Rencana Kena Pemerintah Daerah 4.  Program Kerja
5. Perundang-undangan terkait
6. HKebijakan-kebijakan nasional yang terkait
7. RKP, HKPD Provinsi, RPJPD Kab/Kota dan RPJMD Kab/Kota dan
8. Data kuantitatil mimimal hma tahun terakhir
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Setiap tahap terdokumentas: dengan baik dalam bentuk softeopy
maupun harcopy
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